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Perbankan Syariah dalam konteks Indonesia secara berurutan
mendapatkan kekuatan regulasi sejak tahun 1992 dengan diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan berakhir dengan Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Serentetan perundang-
undangan tersebut secara operasional masih menyisakan permasalahan
regulasi, khususnya dalam hal prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu wadiah
dan mudldrabah yang secara konseptual memiliki ambiguitas pengertian,
baik dari sudut pandang peraturan perundang-undangan maupun konsep
hukum Islam sebagai hukum asal Perbankan Syariah.

Buku ini mengungkapkan tidak idealnya penerapan dua prinsip dalam
perbankan syariah. Pertama prinsip Wadi‘ah. Implementasi prinsip ini
menunjukkan ketidakadilan para pihak. Bank mendayagunakan uang
simpanan dan/atau tabungan berdasarkan produk-produk bank syariah,
meniscayakan adanya pendapatan atau profit bagi pihak nasabah karena
prinsip ini memang tidak memberikan kemungkinan diterimanya profit dari
pihak bank syariah atas penghasilan dari modal simpanannya. Kedua prinsip
Mudlarabah. Prinsip ini juga melahirkan ketidakadilan bagi para pihak, karena
penggunaan jaminan yang tidak proporsional. Pihak bank sebagai debitur
tidak melatakkan jaminan sebagai instrumen kerja sama. Sedangkan bank
sebagai kreditur meletakkan jaminan kepada nasabah debitur sebagai
instrumen kerja sama.

Selain itu, buku ini juga mengungkap keberadaan Dewan Syari’ah Nasional
(DSN) sebagai lembaga keagamaan yang juga menjadi persoalan tersendiri
dalam kaitannya dengan hukum tata negara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan problem tersebut, buku ini menghadirkan solusi, bagaimana
idealnya pembangunan hukum diarahkan kepada terusungnya prinsip umum
syari’ah dalam hal hukum ekonomi Islam (perbankan syari'ah) untuk
disandingkan (eklektis) dengan hukum umum (hukum positif Indonesia)
sehingga bisa memberikan keadilan.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi segenap lapisan masyarakat,
khususnya para mahasiswa S1, S2, S3, postdoctoral, para pengajar, serta
peneliti lainnya dalam bidang kajian Hukum Perbankan Syariah.
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